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L E M B A R A N  D A E R A H  
   KOTA BITUNG 

 
  NOMOR   :  11                   TAHUN    2018 

 

  
WALIKOTA BITUNG 

PROVINSI SULAWESI UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG 

NOMOR  11  TAHUN 2018 
 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BITUNG, 
 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keunagan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak  

Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan  

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

31. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2; 

32. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 

2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung 

Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bitung 
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Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 

2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung 

Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota 

Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 

Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 117); 

35. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung 

Tahun 2016 Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung        

Nomor 138); 

37. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Lembaran 

Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017; 

40. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 391 Tahun 2018 

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Bitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan 

Walikota Bitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2018. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bitung. 

2. Walikota adalah Walikota Bitung. 

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bitung yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Bitung dan DPRD Kota Bitung dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

pada Pemerintah Kota Bitung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

 
Pasal 2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

semula berjumlah Rp. 958.048.152.168,00 bertambah sejumlah                        

Rp. 25.139.677.375,00 sehingga menjadi Rp. 983.187.829.543,00  dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan  

1. Semula  Rp  958.048.152.168,00 

2. Bertambah  Rp.   25.139.677.375,00 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan          Rp.   983.187.829.543,00 

b. Belanja   

1. Semula  Rp. 966.048.152.168,00 

2. Bertambah  Rp.   90.986.724.172,77 

     Jumlah Belanja setelah perubahan            Rp.1.057.034.876.340,77 

Surplus/(Defisit)  (Rp.   73.847.046.797,77) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

a. Semula  Rp.   22.000.000.000,00 

b. Bertambah  Rp.   65.847.046.797,77 

       Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah          Rp     87.847.046.797,77 

       setelah perubahan 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  

a. Semula Rp.  14.000.000.000,00 

b. Bertambah  Rp.                         0,00 

       Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah   Rp.    14.000.000.000,00 

       Setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.   73.847.046.797,77 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Rp.                         0,00)   

Setelah Perubahan                   

 

Pasal 3 
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(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah 

  1. Semula   Rp   110.000.000.000,00  

  2. Bertambah Rp       5.506.028.957,00 

  Jumlah Pendapatan Asli Daerah  Rp  115.506.028.957,00 

  Setelah Perubahan 

 b. Dana Perimbangan  

1. Semula   Rp   784.169.535.000,00  

2. Bertambah Rp                 569.000,00 

     Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan  Rp  784.170.104.000,00 

 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

1. Semula   Rp     63.878.617.168,00  

2. Bertambah Rp     19.633.079.418,00 

    Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang  Rp    83.511.696.586,00 

    Sah Setelah Perubahan  

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

 a. Pajak Daerah 

  1. Semula   Rp     44.098.679.787,00  

  2. Bertambah Rp       4.000.000.000,00 

  Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan  Rp    48.098.679.787,00 

 b. Retribusi Daerah 

1. Semula   Rp     47.350.000.000,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

  Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan  Rp    47.350.000.000,00 

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

1. Semula   Rp       2.361.052 .878,00  

2. Bertambah Rp       1.506.028.957,00 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  Rp      3.867.081.835,00 

     Yang Dipisahkan Setelah Perubahan 

 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

1. Semula   Rp     16.190.267.335,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

  Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang  Rp    16.190.267.335,00 

Sah Setelah Perubahan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

  1. Semula   Rp     95.638.402.000,00  

  2. Bertambah Rp                            0,00 

  Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil  Rp    95.638.402.000,00 

  Bukan Pajak Setelah Perubahan   
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 b. Dana Alokasi Umum 

  1. Semula   Rp    476.935.367.000,00  

  2. Bertambah Rp                             0,00 

  Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan  Rp  476.935.367.000,00 

 c. Dana Alokasi Khusus  

  1. Semula   Rp     211.595.766.000,00  

  2. Bertambah Rp                   569.000,00 

  Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan  Rp 211.596.335.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Hibah 

  1. Semula   Rp     15.412.000.000,00  

  2. Bertambah Rp       8.400.000.000,00 

  Jumlah Hibah Setelah Perubahan  Rp   23.812.000.000,00 

 b. Dana Darurat 

1. Semula   Rp                           0,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan  Rp                          0,00 

 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi  

1. Semula   Rp     29.716.617.168,00  

2. Bertambah Rp       8.733.079.418,00 

Jumlah Bagi Hasil Pajak Provinsi   Rp    38.449.696.586,00 

Setelah Perubahan 

 d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus  

1. Semula   Rp      18.750.000.000,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Penyesuaian Dan Otonomi Khusus  Rp    18.750.000.000,00 

Setelah Perubahan 

 e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya  

1. Semula   Rp                           0,00  

2. Bertambah Rp       2.500.000.000,00 

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau  Rp      2.500.000.000,00 

Dari Pemerintah Daerah Lainnya  

Setelah Perubahan 

 

Pasal 4 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

 a. Belanja Tidak Langsung 

  1. Semula   Rp   370.580.561.858,00  

  2. Bertambah Rp     32.893.864.244,77 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp  403.474.426.102,77 

  Setelah Perubahan 
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 b. Belanja Langsung  

1. Semula   Rp   595.467.590.310,00  

2. Bertambah Rp     58.092.859.928,00 

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan  Rp 653.560.450.238,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai 

  1. Semula   Rp    348.915.386.959,00  

  2. Bertambah Rp      28.443.864.244,77 

  Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan  Rp 377.359.251.203,00 

 b. Belanja Bunga 

1. Semula   Rp                           0,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan  Rp                         0,00 

 c. Belanja Subsidi  

1. Semula   Rp                           0,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan  Rp                          0,00 

 d. Belanja Hibah  

1. Semula   Rp     14.446.000.000,00  

2. Bertambah Rp       3.700.000.000,00 

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan  Rp    18.146.000.000,00 

 e. Belanja Bantuan Sosial  

1. Semula   Rp       3.000.000.000,00  

2. Bertambah Rp          750.000.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  Rp      3.750.000.000,00 

Setelah Perubahan 

 f. Belanja Bagi Hasil  

1. Semula   Rp                            0,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan  Rp                          0,00 

 g. Belanja Bantuan Keuangan  

1. Semula   Rp       1.719.174.899,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp      1.719.174.899,00 

Setelah Perubahan 

 h. Belanja Tidak Terduga  

1. Semula   Rp       2.500.000.000,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga  Rp      2.500.000.000,00 

Setelah Perubahan 
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 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari    

      jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

  1. Semula  Rp     29.078.936.200,00  

  2. Berkurang (Rp         866.702.659,00) 

   Jumlah Belanja Pegawai  Rp    28.212.233.541,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula  Rp    301.315.232.920,00  

2. Bertambah Rp        5.076.962.144,00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp  306.392.195.064,00 

Setelah Perubahan 

c. Belanja Modal  

1. Semula  Rp     265.073.421.190,00  

2. Bertambah Rp       53.882.600.443,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp 318.882.600.443,00 

 

Pasal  5 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

 a. Penerimaan Daerah 

  1. Semula   Rp     22.000.000.000,00  

  2. Bertambah Rp     65.847.046.797,77 

  Jumlah Penerimaan Daerah Setelah Perubahan  Rp    87.847.046.797,77 

 b. Pengeluaran Daerah                                       

1. Semula   Rp     14.000.000.000,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Pengeluaran Daerah Setelah Perubahan  Rp    14.000.000.000,00 

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan : 

 a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 

  1. Semula   Rp     21.500.000.000,00  

  2. Bertambah Rp     65.847.046.797,77 

  Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya  Rp    87.347.046.797,77 

  Setelah Perubahan 

 b. Pencairan Dana Cadangan 

1. Semula   Rp                            0,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan  Rp                          0,00 

Setelah Perubahan 

 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

1. Semula   Rp                           0,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang   Rp                          0,00 
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Dipisahkan Setelah Perubahan 

 d. Penerimaan Pinjaman Daerah  

1. Semula   Rp                            0,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp                          0,00 

Setelah Perubahan 

 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  

1. Semula   Rp                            0,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  Rp                          0,00 

Setelah Perubahan 

 f. Penerimaan Piutang Daerah  

1. Semula   Rp                           0,00  

2. Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah  Rp                          0,00 

Perubahan 

 g. Penerimaan Kembali Dari Pemberian Dana Bergulir  

1. Semula   Rp          500.000.000,00  

2. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali Dari Pemberian Rp        500.000.000,00 

Dana Bergulir Setelah Perubahan  

 (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari   

      jenis pembiayaan : 

 a. Pembentukan Dana Cadangan 

  1. Semula   Rp                            0,00  

  2. Bertambah Rp                            0,00 

  Jumlah Pembentukan Dana Cadangan   Rp                          0,00 

  Setelah Perubahan 

 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

1. Semula   Rp       14.000.000.000,00  

2. Bertambah Rp                             0,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp   14.000.000.000,00 

Daerah Setelah Perubahan 

 c. Pembayaran Pokok Hutang  

1. Semula   Rp                              0,00  

2. Bertambah Rp                              0,00  

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Rp                         0,00 

Perubahan 

 d. Pemberian Pinjaman Daerah  

1. Semula   Rp                              0,00  

2. Bertambah Rp                              0,00  

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Rp                          0,00 

Perubahan 
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Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari : 

a.  lampiran I   :  ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

    Daerah; 

b. lampiran II   :  ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

    Daerah menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi 

SKPD; 

c.  lampiran III  :  rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

    Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi 

SKPD, Pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

d.  lampiran IV  :  rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPD, program dan kegiatan; 

e.  lampiran V   :  rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan Negara; 

f.   lampiran VI  :  daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

g.  lampiran VII  : daftar piutang daerah; 

h.  lampiran VIII :  daftar penyertaan modal(investasi) daerah; 

i.   lampiran IX  :  daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset  

    tetap daerah; 

j.   lampiran X   :  daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset 

    lainnya; 

k.  lampiran XI  :  daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang  

    belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun  

    anggaran ini; 

l. lampiran XII  :  daftar dana cadangan daerah; dan 

m. lampiran XIII :  daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 

 

 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

 

BAB II  

P E N U T U P 

 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. 

 
 

PARAF HIERARKHIE  
 Wakil Walikota Bitung  
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Sekretaris Daerah Kota Bitung  Ditetapkan di Bitung 
Pada tanggal  10 Oktober 2018                       

 

WALIKOTA  BITUNG, 
 

 
           ttd 

 
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 

Asisten III Sekda Kota Bitung  

Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Bitung 

 

Sekretaris Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Kota Bitung 

 

Kepala Bidang Anggaran Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset 

 

   

  

Diundangkan  di  Bitung 

Pada tanggal    10   Oktober  2018          

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG, 
 

 
                ttd 

 
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2018 

 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA 
(8/2018) 

 
 

 
 

TA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR … 
  


